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ABSTRAK

Perkembangan teknologi dan informasi membawa dampak perubahan
dalam dunia pemerintahan khususnya dalam dunia pengadaan barang/jasa
pemerintah. Perkembangan tersebut ditandai dengan mulai dilaksanakannya
pengadaan barang/jasa melalui sistem e-purchasing pada kataloh elektronik (e-
catalog). E-purchasing sendiri diartikan sebagai tata cara pembelian Barang/Jasa
melalui sistem katalog elektronik. Pelaksanaan e-purchasing dipandang dapat
menyelenggarakan pengadaan barang/jasa yang efektif dan efisien, berdaya saing,
transparan, dan lebih memberikan kepastian hukum. Hal tersebut tentu sejalan
dalam rangka menciptakan good governance dalam penyelenggaraan Negara,
belanja kebutuhan publik dan pelayanan publik. Pada tahun 2014 pengadaan
melalui e-purchasing juga mulai dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum,
Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan Peraturan Kepala LKPP
Nomor 17 Tahun 2012 dan Surat Edaran LKPP Nomor 1 Tahun 2013. Dengan
mulai diterapkannya e-purchasing menjadi penting dan menarik untuk
mengetahui bagaimana pelaksanaan e-purchasing pada Dinas Pekerjaan Umum,
Perumahan dan Kawasan Permukiman serta melihat implikasi dari diterapkannya
e-purchasing dalam pemenuhan kebutuhan kantor dan menjaga kelencaran
pelayanan publik dalam pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana bidang
jalan dan cipta karya di Kab. Bantul tahun 2014.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang bersifat
deskriptif-analisis yang berlokasi di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan
Kawasan Permukiman. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara
wawancara dengan narasumber dan pengolahan data terhadap data-data yang
berkaitan dengan pelaksanaan e-purchasing. Masalah yang ada dalam penelitian
ini kemudian di analisis dengan pendekatan Yuridis-Empiris yang didasarkan pada
teori yang digunakan dalam peneltian ini yaitu teori reformasi birokrasi, good
governance, dan otonomi daerah.

Hasil dari penelitian menunjukan pertama, bahwa pelaksanaan e-
purchasing pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kab. Bantul telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kedua, pengadaan dengan cara e-purchasing berimplikasi pada pelaksanaan
pengadaan yang efektif dan efisien dari segi waktu dan anggaran, transparan,
akuntabel, penciptaan persaingan usaha yang sehat, dan sangat mengarah pada
penciptaan good governance.
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MOTTO

“Maka apabila engkau telah selesai (dari
sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk
urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhan-

mulah (Allah SWT) engkau berharap”
( Q:S Al Insyirah:7-8)
YAKIN USAHA SAMPAI

“Hard work does not guarantee success, but
now work guarantee failure”

( Cesc Fabregas )
“No Matter who you are. It’s the simple things

in life tha lead you to believe that you can
achieve anything”

(Ronaldinho)
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semenjak berakhirnya kekuasaan rezim orde baru dan bersamaan
dengan gerakan reformasi dalam sistem politik pemerintahan berkembang pula
pemikiran tentang good governance. Good governance yang lahir dari
reformasi politik dan pemerintahan diharapkan dapat membuat perubahan dan
perkembangan dalam pelayanan publik. Namun, pada kenyataanya dalam
sistem tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) masih dirasa
belum optimal dan manfaatnya belum begitu dirasakan oleh publik. Hal ini
dapat dilihat dengan masih maraknya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme
(KKN) yang masih berlangsung hingga detik ini." Konsep good governance
dalam hal tingkat efisiensi, efektivitas, tranparansi dan akuntabilitas dalam
birokrasi pemerintahan dipandang belum optimal dan kualitas pelayanan publik
masih jauh dari harapan.

Permasalahan  birokrasi yang mengemuka dalam  rangka
penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik tak terkecuali menyangkut
hal pengadaan barang/jasa pemerintah yang masih sangat rawan dengan
korupsi. Pelaksana tugas Direktur Penelitian dan Pengembangan KPK Cahya
Harefa menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat,

hingga 2015, kerugian negara akibat korupsi pada sektor pengadaan barang dan

1| Nyoman Sumardi, Reformasi Birokrasi Pemerintahan Menuju Tata Kelola
Pemerintahan Yang Baik, Cetakan Pertama, (Bogor:Ghalia Indonesia,2016) him. 1


http://indeks.kompas.com/tag/kpk
http://indeks.kompas.com/tag/komisi.pemberantasan.korupsi
http://indeks.kompas.com/tag/kpk

jasa nilainya mencapai Rp 1 triliun. Menurutnya, korupsi yang terjadi selama
ini akibat ketidakefektifan anggaran dan adanya dugaan persekongkolan.?

Beberapa kalangan berpendapat mengenai adanya indikasi korupsi
dalam pengadaan barang/jasa diantaranya, Indonesia Procurement Watch
(IPW) mengidentifikasi faktor penyebab korupsi dalam pengadaan barang/jasa,
pertama lemahnya kerangka hukum dan kelembagaan; kedua, lemahnya
kapasitas pengelola pengadaan barang dan jasa pemerintah; ketiga, lemahnya
kepatuhan terhadap peraturan, pengawasan dan penegakkannya. Lebih lanjut
Adrian Sutedi dan Emil Salim mengemukakan pendapatnya yang tidak jauh
berbeda, bahwa permasalahan korupsi dalam pengadaan barang/jasa bahwa
adanya persekongkolan pada proses tender, sistem yang dipakai, liberalisasi
dan monopoli perdagangan.®

Pengadaan barang/jasa sejatinya harus dilaksanakan secara kredibel
melalui pengaturan yang baik, independen, adil, transparan, professional dan
kompetitif. Sehingga jika semua itu dilaksanakan dapat mencegah KKN dan
iklim yang persaingan udaha yang tidak sehat karena adanya persekongkolan
antara aparat pemerintah dan pelaku usaha.* Seiring perkembangan era
globalisasi yang juga melanda Indonesia, dunia pemerintahan dalam negeri pun

turut mengambil manfaat dari perkembangan information communication

*http://nasional.kompas.com/read/2016/06/27/17234861/negara.rugi.hampir.rp.1.triliun.
dari.korupsi.pengadaan.barang.dan.jasa akses 28 Februari 2017 Pukul 20:22 WIB

SAmiruddin, Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa, Cetakan Ke-I,
(‘Yogyakarta;Genta Publishing,2010) him. 14. Lihat juga Adrian Sutedi, Aspek Hukum Pengadaan
Barang dan Jasa dan berbagai Permasalahannya, (Jakarta:Sinar Grafika, 2008), him. 8

* Agus Kuncoro, Begini Tender Yang Benar, (Yogyakarta:Primaprint,2013) him, 3


http://nasional.kompas.com/read/2016/06/27/17234861/negara.rugi.hampir.rp.1.triliun.dari.korupsi.pengadaan.barang.dan.jasa
http://nasional.kompas.com/read/2016/06/27/17234861/negara.rugi.hampir.rp.1.triliun.dari.korupsi.pengadaan.barang.dan.jasa

technologies (ICT) dengan mulai diterapkanya aplikasi/sistem berbasis internet
yang dikenal dengan electronic government® (e-government). Sebagaimana
tertuang dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik, bahwa pemanfaatan teknologi informasi berperan
penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk
kesejahteraan masyarakat.

Selain itu juga pemanfaatan teknologi dalam pemerintahan, berdampak
dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik dan lahirnya
bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Manfaat dari berkembangnya teknologi
turut dirasakan pada dunia pengadaan barang/jasa. Dunia pengadaan
barang/jasa bertransformasi dari tadinya pengadaan dilakukan secara
konvensional kemudian beralih menjadi pengadaan yang dilakukan secara
elektronik. Dalam Pasal 1 angka 37 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengadaan secara elektornik atau
E-Procurement adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan
menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan. Maksud dari butir ini adalah proses pengadaan

barang dan jasa pemerintah yang dilakukan secara elektonik terutama berbasis

® Electronic government atau biasa disingkat menjadi e-government. Di Indonesia, e-
government merujuk pada penggunaan komputer dalam prosedur pelayanan yang diselenggarakan
oleh organisasi pemerintah. Implementasi e-government di Indonesia semakin massif dan
berkembang setelah dikeluarkannya Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi
Nasional Pengembangan E-Government. Selengkapnya lihat dalam buku Richardus Eko.
Electronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik
Berbasis Teknologi Digital. (Yogyakarta: ANDI,2004)



web dan internet.® Bahkan, e-procurement sendiri dianggap sebagai salah satu
inisiatif e-government yang paling efektif memberikan hasil nyata dalam
bentuk transparansi dan efisiensi proses pengadaan pemerintah.’

Berdasarkan Pasal 106 Perpres 54 Tahun 2010, pengadaan barang/jasa
secara elektronik dilakukan dengan cara e-tendering® atau e-purchasing.’
Seiring dengan perkembangan dan perubahan pola belanja pemerintah
menuntut penyesuaian dalam tata cara pengadaan barang/jasa pemerintah yang
tadinya pelaksanaan pengadaan dilaksanakan secara lelang terbuka secara
online atau e-tendering. Kini, satu terobosan baru yang dilakukan oleh
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) adalah
dengan memperkenalkan sistem katalog elektronik atau katalog elektronik™® di
awal tahun 2012 untuk memulai pengadaan dengan cara e-purchasing.

Katalog elektronik dikembangkan dan dikelola oleh Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk dimanfaatkan

oleh seluruh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi

® Septian Aprelly, Studi Pengaruh Penerapan E-Procurement Terhadap Kinerja Dan
Efisiensi Pengadaan Jasa Konstruksi Di Pemerintah Kota Yogyakarta, Tugas Akhir, Diploma
Teknik Sipil, Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada, 2014, him. 1

" Yudho Giri dan Yoya Ruldeviyani, Implementasi e-Procurement sebagai Inovasi
Pelayanan Publik, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 2009, him. 32

® Pasal 1 Angka 39 Perpres 54 Tahun 2010 menjelaskan bahwa e-tendering adalah tata
cara pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua
Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik dengan cara
menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan.

% e-purchasing menurut Pasal 1 Angka 41 Perpres 54 Tahun 2010 adalah tata cara
pembelian Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik.

10 Katalog elektronik atau e-catalog adalah sistem informasi elektronik yang memuat
daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa
Pemerintah. Pasal 1 Angka 7



(K/L/D/1) dalam rangka pengadaan barang dan jasa memenuhi kebutuhan
kantor. Dengan sistem ini pengadaan barang/jasa dipandang bisa lebih efektif
dan efisien dalam ketepatan serta kecepatan waktu dan lebih menghemat biaya.
Sistem ini lebih transparan karena daftar, jenis, spesifikasi teknis serta harga
barang dari penyedia ditampilkan secara elektronik dan dapat diakses oleh
publik secara luas.™*

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
(DPUPKP) Kab. Bantul menjadi salah satu dinas yang telah menerapkan
kebijakan pelaksanaan e-purchasing sejak 2014. Dinas ini memegang peranan
penting dalam pelayanan publik dan penunjang perekonomian di Bantul.
Pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana bidang jalan dan cipta karya,
merupakan sederet tanggung jawab yang diemban dinas ini dalam rangka
memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menunjang pembangunan di
Kabupaten Bantul. Untuk memenuhi semua kebutuhan belanja publik itu tentu
caranya dengan melakukan pengadaan barang/jasa.

Konsekuensi dari adanya perubahan pola dalam pengadaan barang/jasa
yang terbaru, membuat segala kebutuhan belanja barang/jasa dapat
dilaksanakan melalui e-purchasing sepanjang apa yang dibutuhkan dimuat
didalam katalog elektronik berdasarkan Peraturan Kepala (Perka) LKPP

Nomor 17 Tahun 2012 dan Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2013.

1 Faisal Rahadian, Analisis Perbandingan Penerimaan Dan Kepuasan Pengguna
Terhadap Aplikasi E-Purchasing Di Pemerintah Kabupaten Sleman, Tesis, Fakultas Teknik.
Universitas Gadjah Mada, 2015, him. 2



Apalagi pada tahun 2015 terbit Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun
2015 sebagai respon perubahan pada Pasal 110 ayat (4) Peraturan Presiden
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengatur
bahwa Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi
(K/L/D/1) wajib melakukan e-Purchasing terhadap Barang/Jasa yang sudah
dimuat dalam sistem katalog elektronik sesuai dengan kebutuhan K/L/D/I.

E-Purchasing dipandang sebagai salah satu cara untuk mempercepat
dan mempermudah transaksi pengadaan dalam memenuhi kebutuhan belanja
publik. Sejak kemunculan katalog elektronik dan pembelian melalui aplikasi e-
purchasing, awalnya hanya menawarkan pembelian secara online produk
kendaraan bermotor, di tahun 2013 menjadi 2112 dan 5.397 berbagai produk di
tahun 2014 yang diataranya telah memuat obat-obatan, alat berat dan roda 4
dari berbagai merek terkenal di Indonesia.*

Meski begitu pelaksanaan e-purchasing bukan tanpa masalah. Seperti
misalnya dalam hal ketersediaan barang yang tercantum di katalog elektronik
yang terkadang tidak ada, kesesuian antara harga, jenis dan spesifikasi katalog
elektronik dengan proses pelaksanaan dilapangan, kebutuhan mendesak akan
suatu barang namun tak dapat dipenuhi hingga kesiapan sumber daya manusia
dalam melakukan e-purchasing dan iklim persaingan usaha yang dipandang
menjadi monopolistik dan mematikan persaingan usaha tingkat lokal masih

menjadi sorotan.

12 http://report-Ipse.lkpp.go.id/v2/beranda akses 29 April 2017 Pukul 19:12
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Hal ini yang harus dicermati pada bermuaranya potensi masalah dan
risiko. Risiko terkait dengan perubahan aturan pengadaan barang/jasa
pemerintan adalah potensi masalah yang kemungkinan timbul pada
implementasi aturan yang begitu cepat berubah imbas dari berkembangnya
proses dalam pengadaan barang/jasa. Tanpa Kkesiapan pemerintah dan
stakeholders hal ini bisa saja menghambat pencapaian tujuan pengadaan
barang/jasa, yaitu efisien, efektif dan ekonomis.™

Dari uraian latar belakang yang disampaikan tersebut, penulis tertarik
untuk melakukan penelitian hukum mengenai e-purchasing di tingkat
pemerintah daerah. E-purchasing yang notabene merupakan pengadaan secara
elektronik yang tidak dilakukan dengan cara lelang merupakan konsep baru
yang telah dilaksanakan di Dinas Pekerjaan Umum Perumahan, dan Kawasan
Permukiman Kab. Bantul. Tentu hal ini akan menarik diteliti bagaimana das
solen dan das sein dalam pelaksanaan e-purchasing di Dinas Pekerjaan Umum
ini. Maka dari itu penulis akan melakukan penelitian dengan judul “Pengadaan
Barang/Jasa Melalui Sistem E-Purchasing Perspektif Good Governance (Studi
Pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab.
Bantul)”

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, beberapa permasalahan yang

menarik utuk diteliti, yaitu sebagai berikut :

3 Bahrudin Yusuf T, “Strategi Bersaing CV Tunas Abadi Sebagai Holding Dalam Hal
Pengadaan Barang Dengan Sistem E-Purchasing” Tesis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas
Gadjah Mada, 2016. HIm. 6



1. Apakah pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui sistem e-purchasing
di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab.
Bantul Tahun 2014 sudah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 70
Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2010 dan Peraturan Kepala LKPP nomor 17 Tahun 2012 Tentang
E-Purchasing?

2. Apakah implikasi pengadaan barang/jasa di Dinas Pekerjaan Umum,
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Bantul sebelum dan sesudah

dilaksanakannya e-purchasing?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui
sistem e-purchasing di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kab. Bantul Tahun 2014 dengan Peraturan Presiden Nomor
70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor
54 Tahun 2010 dan Peraturan Kepala LKPP nomor 17 Tahun 2012
Tentang E-Purchasing.

2. Untuk melihat implikasi pengadaan barang/jasa di Dinas Pekerjaan
Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Bantul sebelum dan

sesudah dilaksanakannya e-purchasing.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis



Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih
pemikiran bagi llmu Hukum khususnya Hukum Tata Negara maupun
Hukum Administrasi Negara mengenai pengadaan barang/jasa secara
elektronik. Sehingga berbagai problema dalam pengadaan barang/jasa
khususnya yang dilaksanakan secara elektronik dapat diatasi dan
ditemukan solusinya dengan baik.

2. Kegunaan Praksis

Hasil penilitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan
bagi masyarakat, pihak swasta dan birokrasi pemerintahan tentang sistem
pengadaan barang/jasa secara elektronik serta menjadi masukan, bahan
pertimbangan, evaluasi bagi pihak terait dalam pelaksanaan pengadaan
barang/jasa secara elektronik dan menjadi rujukan bagi penelitian

berikutnya dalam pengadaan barang/jasa.
E. Telaah Pustaka

Untuk melengkapi penelitian ini, penulis mengadakan penulusuran
terhadap penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terhadap tema yang
penulis angkat untuk menghindari terjadinya kesamaan penelitian. Berdasarkan
penelusuran terhadap berbagai referensi, akan penulis ulas terhadap beberapa

penelitian yang memiliki kemiripan dengan apa yang penulis teliti.

Skripsi dari Gusty Abdillah Rizky N “Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah Melalui Sistem E-Purchasing”.'* Dalam penelitian ini yang dibahas

Y Gusty Abdillah risky N, “Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Sistem E-
Purchasing”, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2015.
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mengenai alasan digunakanya e-purchasing dalam pengadaan barang/jasa
pemerintah dan tanggung jawab dari LKPP ketika terdapat permasalahan juga
akibat hukum jika terjadi ketidak sesuaian dari yang tertera dalam katalog
elektronik dengan proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang berlangsung.
Sementara yang akan penulis teliti adalah implementasi e-purchasing serta
mengetahui implikasi sesudah dan sebelum e-purchasing digunakan dalam
pengadaan barang/jasa di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan

Permukiman Kab. Bantul

Kemudian Tesis dari Andryani Ningsih yang berjudul “Hubungan
Penerapan Elektronik Katalog Terhadap Efisiensi Pengadaan Dan Ketersediaan
Obat Di RSUD Kelas B Yogyakarta”.'> Dalam penelitian yang dibahas
mengenai hubungan penerapan e-katalog dari persiapan, pelaksanaan, manfaat
kendala secara e-purchasing dan manual-purchasing terhadap efisiensi
pengadaan obat dan ketersediaan obat di RSUD Kota Yogyakarta. Dalam
kesimpulan penelitian ini adalah penerapan e-katalog baik secara e-Purchasing
dan manual-Purchasing meliputi indikator persiapan, pelaksanaan, dan
manfaat kendala memiliki hubungan yang signifikan dengan efisiensi
pengadaan dan ketersediaan obat di RSUD Kelas B di Yogyakarta. Perbedaan
penelitian ini dengan apa yang penyusun teliti jelas sangat berbeda. Apa yang
penulis teliti yaitu pada pelaksanaan e-purchasing dibanding dengan penelitian

diatas yang lebih pada efisiensi katalog elektronik.

> Andryani Ningsih, “Hubungan Penerapan Elektronik Katalog Terhadap Efisiensi
Pengadaan Dan Ketersediaan Obat Di Rsud Kelas B Yogyakarta”, Tesis, Prodi llmu Farmasi,
Fakultas Farmasi, Universitas Gadjah Mada, 2015.


http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=book_detail&sub=BookDetail&act=view&typ=htmlext&buku_id=84248&obyek_id=4&unitid=&jenis_id=
http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=book_detail&sub=BookDetail&act=view&typ=htmlext&buku_id=84248&obyek_id=4&unitid=&jenis_id=
http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=book_detail&sub=BookDetail&act=view&typ=htmlext&buku_id=84248&obyek_id=4&unitid=&jenis_id=
http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=book_detail&sub=BookDetail&act=view&typ=htmlext&buku_id=84248&obyek_id=4&unitid=&jenis_id=
http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=book_detail&sub=BookDetail&act=view&typ=htmlext&buku_id=84248&obyek_id=4&unitid=&jenis_id=
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Selanjutnya, Tesis dari Faisal Rahadian yang berjudul “Analisis
Perbandingan Penerimaan dan Kepuasan Pengguna Terhadap Aplikasi E-
Purchasing di Pemerintah Kabupaten Sleman”.*® Penelitian ini bertujuan
mengevaluasi penerimaan pengguna dan kepuasan pengguna terhadap
penerapan aplikasi e-purcashing, mengetahui perbedaan penerimaan pengguna
dan kepuasan pengguna terhadap aplikasi e-purcashing antara personil yang
baru mengikuti pelatihan aplikasi dengan personil yang sudah pernah
menggunakan aplikasi untuk proses pengadaan barang/jasa di Pemerintah
Kabupaten Sleman. Penelitian yang dilakukan tertumpu pada aplikasi dan
bagaimana kepuasan terhadap para pengguna aplikasi e-purchasing di Kab.
Sleman. Ini berbeda dengan apa yang penulis teliti ada, yaitu melihat kesesuian
implementasi aturan hukum pelaksanaan e-purchasing dan melihat
implikasinya sebelum dan sesudah e-purchasing dilaksanakan.

Tesis dari Bahrudin Yusuf yang berjudul “Strategi Bersaing CV Tunas
Abadi Sebagai Holding Dalam Hal Pengadaan Barang Dengan Sistem E-
Purchasing”.'” Penelitian ini mengulas tentang langkah-langkah perusahaan
supaya dapat bersaing secara berkelanjutan dalam menjual produk-produk /
barang dengan menggarap pasar pengadan barang melalui jalur e-procurment

pada katalog elektronik pemerintahaan secara nasional. Hasil penelitian

° Faisal Rahadian, “Analisis Perbandingan Penerimaan dan Kepuasan Pengguna
Terhadap Aplikasi E-Purchasing di Pemerintah Kabupaten Sleman”, Tesis, Fakultas Teknik,
Universitas Gadjah Mada, 2015.

Y7 Bahrudin Yusuf T, “Strategi Bersaing CV Tunas Abadi Sebagai Holding Dalam Hal
Pengadaan Barang Dengan Sistem E-Purchasing” Tesis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas
Gadjah Mada, 2016.
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menunjukan perusahaan yang dinamis dari sisi kebijakan dan SDM-nya akan
mudah menangkap peluang, di mana perusahaan selalu memperbaiki kualitas
SDM dan strategi internal serta uncontrollable, maka akan memenangkan
persaingan.

Tesis dari Kusmini yang berjudul “Evaluasi Pelaksanaan E-Purchasing
Obat Di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Di Wilayah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2015.® Dalam penelitian ini dibahas mengenai permasalahan yang
menghambat  pelaksanaan e-purchasing obat di Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, mencari tahu dampak dari hambatan
pelaksanaan e-purchasing dan melihat efisiensi pembelian obat dengan e-
purchasing dibanding dengan non e-pucrhasing. Hal ini tentu berbeda dengan
apa yang penulis teliti yaitu, mengenai pelaksanaan e-purchasing di Dinas
Pekerjaan Umum Bantul dan bagaimana implikasinya.

F. Kerangka Teori

1. Good Governance
Istilah governance secara harfiah dapat diartikan kegiatan
pengarahan atau pembinaan. Puque sebagaimana dikutip oleh M.Ridha
Suaib mendefiniskan governance yaitu suatu proses dalam mana suatu
sistem sosial ekonomi atau sistem organisasi komplek lainnya dikendalikan
dan diatur. Sedangkan Pinto mendefinisikan governance sebagai praktek

penyelenggaraan kekuasaan dan kewenangan oleh pemerintah dalam

8 Kusmin, “Evaluasi Pelaksanaan E-Purchasing Obat Di Dinas Kesehatan

Kabupaten/Kota Di Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 20157, Tesis, Fakultas Farmasi,
Universitas Gadjah Mada, 2016.
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pengelolaan pemerintahan secara umum dan spembangunan ekonomi pada
khususnya.*®
Hal ini didasarkan pada pola perkembangan politik ke arah yang
lebih demokratis dan reformasi serta dari perkembangan ekonomi yang
merujuk pada ekonomi pasar yang membuat tidak lagi pemerintah, tetapi
civil society dan privat sector lah yang memiliki peranan lebih dalam
pemerintahan. Selain itu paradigm good governance adanya perubahan juga
ada karena perubahan dalam paradigm pembangunan dengan meninjau
ulang kembali pemerintah yang semula bertindak sebagai regulator dan
pelaku pasar, menjadi bagaimana menciptakan iklim yang kondusif dan
melakukn investasi prasarana yang mendukung dunia usaha.”
a. Konsep Good Governance
Konsep good governance merupakan paradigma pemeritahan yang
berkembang diberbagai Negara pada abad ke-21. Dilain pihak tak hanya
pemerintahan yang menyikapi paradigm tersebut, IMF, Bank Dunia dan
sejumlah institusi kaliber dunia lainnyapun turut memiliki definisi masing-
masing sebagai sebuah cara untuk memperkuat kerja institusi
pemerintahan serta suatu proses dimana rakyat bisa mengatur ekonominya,

institusi  dan sumber politiknya tidak hanya dipergunakan untuk

9 M.Ridha Suaib, Pengantar Kebijakan Publik.., him. 143-144

2 1bid. him. 144
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pembangunan, akan tetapi juga menciptakan integrasi, kohesi dan untuk
kesejahteraan rakyatnya.”*

Dengan demikian dapat dikatakan untuk mencapai tujuan-tujuan
pembangunan itu sangat tergantung pada kualitas tata kelola
pemerintahannya dimana pemerinth melakukan interaksi dengan sektor
privat dan masyarakat .

Secara umum good governance menurut Bhatta mengandung unsur

utama yang terdiri dari %

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas artinya adalah kewajiban bagi aparatur
pemerintahan untuk bertindak selaku penanggung jawab dan
penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang
ditetapkannya.

2. Transparansi

Pemerintahan yang baik akan bersifat transparan pada rakyatnya
dan tidak menutup-nutupi segala hal yang patut diketahui oleh
publik baik ditingkatan pemerintahan pusat hingga daerah.
Secara sederhana, rakyat dapat mengetahui bagaimana suatu
kebijakan publik dirumuskan, direncanakan hingga pada tahap

implementasi pun diketahui secara jelas oleh rakyatnya.

?! Hardiyansyah, Kualitas Pelayanan Publik.., him 109

%2 M.Ridha Suaib, Pengantar Kebijakan Publik.., him. 147-149
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Tindakan dan kebijakan pemerintah sepatutnya harus selalu
dilaksanakan secara terbuka dan diketahui khalayak banyak.
3. Keterbukaan
Keterbukaan dalam hal ini mengacu pada terbukanya kesempatan
bagi siapapun dalam masyarakat untuk memperoleh informasi
dan mengajukan tanggapan dan Kkritiknya atas pemerintah.
Pemerintahan yang baik tentu akan memberikan segala informasi
dengan sangat terbuka dan transparan agar dapat diakses secara
luas oleh masyarakat.
4. Aturan hukum

Unsur aturan hukum dalam hal ini dapat diartikan bahwa good
governance memiliki karakteristik berupa jaminan kepastian
hukum dan rasa keadilan di masyarakat terhadap setiap kebijakan
publik yang ditempuh. Secara singkat, bahwa kerangka landasan
hukum telah dibentuk secra jelas, diketahui, dipahami dan
dihormati setiap lapisan masyarakat dan dapat dilaksanakan
berdasarkan prosedur yang baku. Dapat dikatakan bahwa hukum
berfungsi  memanusiakan  pengguna  kekuasaan  dalam
masyarakat. Adanya tatanan hukum menjamin bahwa orng atau
golongan yang berkuasa tidak dapat bertindak sewenang-

wenang.”

%% Franz Magnis Suseno, Etika Politik Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern,
(Jakarta:Gramedia,1987) him. 78
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Selain empat unsur diatas, good governance juga memiliki ciri lain
yang terdiri dari beberapa rumusan dalam beragam asas yang berkembang
di lingkungan administrasi Negara di Indonesia, yaitu ;

1) asas keseimbangan;

2) asas bertindak cermat;

3) asas tidak mencapuradukkan kewenangan;

4) asas permainan yang layak;

5) asas kebijaksanaan;

6) asas penyelenggaraan kepentingan umum;

7) asas profesionalitas;

8) asas akuntabilitas

9) asas keterbukaan

10) asas tertib penyelenggaran negara

11) asas proporsionalitas.®*

2. Otonomi Daerah

Republik Indonesia yang berbentuk Negara Kesatuan, tampaknya
otonomi daerah merupakan suatu kebutuhan untuk menyelesaikan
permasalahan-permasalahan di daerah. Dengan karakter wilayah yang
sanagat rumit dari sisi geografis dan sosiologis kemasyarakatan yang begitu
kompleks, tentunya akan menyulitkan jangkauan pemerintah pusat ke

daerah melalui sentralisasi. Hal ini menyebabkan ketidak merataan

% Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta:Rajawali Pers,2014) him. 241-245.
Lihat juga Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelelnggaran Negara Yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
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pembangunan pada daerah-daerah tertentu yang tidak terjangkau dan
tersentuh pembangunanya oleh pemerintah pusat.®®

Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 yang dimaksud
Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom
untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Syarif Saleh mengatakan, “otonomi itu sebagai hak mengatur dan
memerintah daerah sendiri. Atas inisiatif dan kemauan sendiri, dimana hak
itu diperoleh dari Pemerintah pusat”.?® Bagir Manan sebagaimana dikuti
Titik Tri Wulan merumuskan pengertian otonomi daerah yaitu, kebebasan
dan kemandirian satuan pemerintahan yang lebih rendah untuk mengatur
dan mengurus sebagian urusan pemerintahan.?’

Otonomi daerah diatur secara tegas oleh Undang-undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Namun demikian isi (wewenang)
otonomi adalah urusan yang tidak diserahkan oleh pemerintah pusat (urusan

pemerintah absolut).?® Dengan demikian, konsekuensi dari adanya asas

? Vieta Imelda Cornelis, Hukum Pemerintah Daerah Pengaturan Dan Pembentukan
Daerah Otonomi Baru Di Wilayah Perbatasan Dan Pedalaman Dalam Perspektif Kedaulatan
Bangsa, (Surabaya:Aswaja Presindo,2016), him. 78

2 1bid. him. 80

2" Titik Tri Wulan, Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD
1945, (Jakarta:Kencana Prenada, 2010) him. 255

% Dalam Pasal 9 Ayat 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tenteng Pemerintahan
Daerah, Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi
kewenangan Pemerintah Pusat. Kemudian, urusan pemerintahan absolut diatur dalam Pasal 10
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otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Pusat
melaksanakan desentralisasi kewenangan. Desentralisasi menurut Pasal 1
angka 7 Undang-undang Nomro 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
adalah :
Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh
Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas
Otonomi.

Wewenang pemerintahan yang diserahkan kepada satuan-satuan
pemerintah daerah yaitu urusan pemerintah konkuren. Urusan pemerintahan
konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat
dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan
konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi

Daerah.

3. Teori Reformasi Birokrasi

Kata Reformasi diarahkan pada terwujudnya efisiensi, efektivitas dan
cena government. Reformasi ini diarahkan pada perubahan masyarakat yang
termasuk didalamnya masyarakat birokrasi, dalam pengertian perubahan
kearah kemajuan. Khan memberikan pengertian reformasi sebagai suatu
usaha perubahan pokok dalam suatu sistem birokrasi yang bertujuan
mengubaj struktur, tingkah laku, dan keberadaan atau kebiasaan yang telah
lama. Reformasi ruang lingkupnya tidak hanya terbatas pada proses dan

prosedur tetapi juga mengaitkan perubahan pada tingkat struktur dan sikap

yaitu meliputi: a. politik luar negeri; b. pertahanan; c. keamanan; d. yustisi; e. moneter dan fiskal
nasional; dan f. agama.
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tingkah laku. Arah yang akan dicapai adalah pelayanan masyarakat secara
efektif dan efisien.?®

Sementara itu birokrasi diartikan sebagai pegawai pemerintah yang
menjalankan dan menyelengarakan tugas yang ditentukan oleh konstitusi,
menjalankan program pembangunan, pelayanan publik dan penerapan
kebijakan pemerintah. Dalam konteks praktik pemerintahan di Indonesia,
isu reformasi birokrasi ini menjadi angat relevan utamanya untuk
mempercepat Kkrisis multidimensi yang belum selesai system birokrasi di
Indonesia yang menjadi pilar pelayanan publik. Fakta sosial menunjukkan,
kualitas pelayanan publik masih sangat rendah, tata kelola pengadaan
barang dan jasa banyak menimbulkan keuangan Negara.

Leemans memberikan pengertian reformasi birokrasi diartikan sebagai
spesies dari istilah reformasi administrasi organisasi. Leemans cenderung
memaknai reformasi birokrasi sebagai reorganisasi mesin birokrasi atau
perubahan yang secara sadar dan terarah dalam mesin birorasi.*

Gerald E-Caiden menyatakan bahwa istilah reformasi administrasi
sering digunakan untuk berbagai kegiatan seperti penyempurnaan

administrasi, pemeriksaan administrative, pembenahan ketidak beresan

% | Nyoman Sumaryadi, Reformasi Birokrasi Pemerintahan Menuju Tata Kelola
Pemerintahan Yang Baik, (Bogor: Ghalia Indonesia,2016), him. 83

% | eemans Anne F,The Management of Change in Government, (Den Haag: Martius
Nuhoff,1976) him. 123
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administrative, dan sarana untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan
berintegritas.*

Menurut Rasyid pemerintah memiliki tiga fungsi utama, yaitu
pelayanan service, pemberdayaan empowermet dan pembangunan
development. Pelayanan akan membuahkan keadilan bagi masyarakat,
pemberdayaan akan mendorong kemandirian dan pembangunan akan
menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat
Indonesia.*

Era modern ini, tuntutan dan partisipasi masyarakat cukup kuat,
birokrasi yang efektif, efisien, professional, transparan, komunikatif,
akuntabel, dan memiliki visi pelayanan masyarakat yang baik serta bebas
dari praktik-praktik KKN yang sangat membebani masyarakat. Melalui
reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap system penyelenggaraan
pemerintahan yang tidak hanya efekif dan efisien, tetapi juga mampu
menjafi tulang punggung dalam kehidupan berbanga dan bernegara. Pada
akhirnya, keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi akan sangat
mendukung penciptaan good governance karena reformasi birokrasi
merpakan inti dari upaya penciptaan good governance.

Pelembagaan reformasi birokrasi diejawantahkan dalam delapan area

perubahan yang diharapkan. Kesemuanya mengarah pada :

%1 Gerald E Caiden, Prospects for Administrative Reform in Israel 2" edition, Vol 46 (1)
(Caifornia: Palisade Publihers, 1962) him. 52

2 M.R. Rasyid, Kajian Awal Birorasi Pemerintahan dan Politik Orde Baru
(Jakarta:yasrif Watampone,1997) him. 48
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1. Penataan organisasi agar semua organisasi lebih tepat fungsi dan
tepat guna
2. Penatalaksanaan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip good
governance
3. Rekonsiliasi peraturan agar tidak tumpang tindih dan lebih
memicu pada produktivitas dan kondusifitas
4. Penyelenggaraan sumber daya aparatur yang dikelola secara
professional dan berintegritas serta terhindar dari pelanggaran
hukum
5. Pengawasan efektif yang membangun
6. Akuntabel dari segi kinerja maupun kapasitas
7. Berorientasi pada pemantapan pelayanan publik.
8. Mindset (pola pikir) dan cultureset (budaya kerja) yang reformatif
dan inovasi.®
G. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penulis menggunakan metode penelitian lapangan (field research)
dalam penyusunan skripsi ini, dengan cara melakukan wawancara dan
pencarian data dilapangan yang terkait dengan penelitian ini. Tujuannya
adalah untu mengetahui sejauhmana hukum bekerja dalam masyarakat.

Dalam hal ini penelitian dimaksudkan untuk melihat implementasi peraturan

%% Lampiran Perpres Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
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perundang-undangan pada pelaksanaan e-purchasing di Dinas Pekerjaan
Umum, Perumahan dan Kawasan Permuiman Kabupaten.
2. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
yuridis-empiris, dengan memaparkan materi-materi pembahasan secara
sistematis melalui pengumpulan fakta-fakta hukum dari berbagai hasil dari
wawancara, oberservasi lapangan dan dokumen yang diidapat saat penelitian
dan mengkaji norma-norma hukum yang ada pada peraturan perundang-
undangan dan literatur yang berkaitan.
3. Sumber Data
Sumber hukum terdiri dari dua yaitu bahan hukum primer dan bahan
hukum sekunder.
1) Data Primer
Data primer merupakan bahan penelitian yang merupakan fakta-fakta
empiris yang berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara
online melalui pembelian langsung pada katalog elektronik (e-purchasing).
Data primer tersebut didapatkan dengan cara wawancara langsung atau
observasi dan melihat dokumen pada pelaksanaan e-purchasing oleh Dinas
Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Bantul

sebagai lokasi penelitian.
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2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan bahan hukum dalam penelitian yang diambil

dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan

hukum sekunder dan bahan non hukum.

1) Bahan hukum primer

a)
b)

c)

d)

f)

9)

h)

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Pemerintahan Daerah, Peraturan

Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan
Keempat atas Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Kepala LKPP Nomor 17 Tahun 2012 Tentang E-

Purchasing
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i) Peraturan Kepala LKPP Nomor 17 Tahun 2012 Tentang E-
Purchasing

j) Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2015 Tentang E-
Purchasing

k) Peraturan Kepala LKPP Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Katalog
Elektronik dan E-Purchasing

[) Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan
Kabupaten Bantul.

m) Peraturan Bupati Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kab. Bantul

n) Surat Edaran No. 1 Tahun 2013 tentang Pengadaan Barang/Jasa
dengan Sistem e-Purchasing

0) Surat Edaran No. 3 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Barang/Jasa
melalui e-Purchasing

p) Keputusan Deputi Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem
Informasi LKPP Nomor 7 Tahun 2015 tentang Syarat dan
Ketentuan Pembelian Barang Secara Online

2) Bahan hukum sekunder
Bahan hukum sekunder merupakan kajian-kajian teoritis berupa
pendapat hukum, doktrin dan teori dans emua publikasi tentang

hukum ataupun publikasi yang sifatnya ilmiah yang berkaitan dengan
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penelitian ini. Bahan hukum tersebut meliputi: buku, jurnal, majalah,
makalah, artikel dan lain-lain.**
4. Metode analisis data
Metode pengumpulan data merupakan proses, prosedur atau cara yang
digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang akan diteliti. Dlam
penelitian ini, penyusun menggunakan analisis deskriptif-kualitatif, yaitu suatu
analisis yang diawali dengan mengelompokkan data dan informasi yang sama
menurut subaspek dan selanjutnya melakukan interpretasi untuk memberi
makna pada dan hubungannya satu sama lain. Selanjutnya melakukan analisis
terhadap hasil dari pengelompokkan data terhadap peraturan-peraturan yang
berlaku dan analisis data yang didasarkan pada pemahaman dan pengolahan
data secara sistematis yang diperoleh melalui hasil obervasi, wawancara,
dokumentasi dan hasil studi kepustakaan untuk diambil kesimpulanya secara
logis terhadap permasalah sesuai dari apa yang didapat saat penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi berjudul “Pengadaan Barang/Jasa Melalui
Sistem E-Purchasing Perspektif Good Governance (Studi Pada Dinas
Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Bantul”
sistematika penulisan yang dipakai dan tersusun adalah sebagai berikut:

Bab | :merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang
akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat atau kegunaan

penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika

% Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta:Ul Press,2010), him. 11-12



26

pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan
dilakukan oleh penyusun.

Bab Il : membahas tinjauan umum good governance dalam pengadaan
barang/jasa pemerintah. Didalam tinjauan ini akan diuraikan tentang penjelasan
good governance, pengadaan barang/jasa, e-procurement, e-purchasing dan
katalog elektronik

Bab Il : menguraikan tinjauan umum mengenai Pemerintah Kabupaten
Bantul. Selanjutnya tinjauan pada, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan
Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul, tinjauan pelaksanaan e-procurement
dan tinjauan pelaksanaan e-purchasing pada Dinas Pekerjaan Umum,
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul

Bab IV : berisi analisis dan pembahasan pelaksanaan e-purchasing pada Dinas
Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul
Bab V : merupaskan bab Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran atas

penulisan skripsi ini.
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BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada bab sebelumnya,
penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengadaan barang melalui
sistem e-purchasing yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan
dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul pada tahun 2014 secara
sederhana dilakukan dengan tahapan perencanaan, persiapan pemesanan
barang melalui aplikasi, pengiriman dan penerimaan barang hingga
pembayaran. Kemudian, dalam analisis pada BAB sebelumnya, pelaksanaan e-
purchasing pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Bantul pada tahun 2014 dapat dikatakan telah sesuai
dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 berikut perubahannya dan Peraturan
Kepala LKPP Nomor 12 Tahun 2012 tentang E-purchasing. Pengadaan e-
purchasing berimplikasi pada proses pengadaan yang lebih pendek dan lebih
cepat, efektif dan efisien dari waktu dan harga, adanya persaingan usaha yang
sehat, mempermudah realisasi anggaran, dan mempermudah mencari barang
yang dibutuhkan dengan kualitas yang terjamin.

Aspek Good Governance yang tercermin dalam pelaksanaan pengadaan
barang/jasa pemerintan melalui e-purchasing pada Dinas Pekerjaan Umum,
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Bantul aspek transparansi,
akuntabilitas, efektif dan efisien, persaingan usaha dan kepastian hukum.

Namun, meski begitu karena baru pertama kali diimplementasikannya
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pengadaan melalui e-purchasing terdapat ketidak maksimalan dalam kebijakan
dan perencanaan yang hanya pada pengadaan kendaraan. Selain itu, seharusnya
kontak langsung terhadap penyedia harus dapat dihindari untuk menghindari
terjadinya praktik pengadaan yang mengarah pada Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme.

. SARAN

Setelah penulis melakukan penelitian, penulis memiliki saran untuk pihak-

pihak terkait diantaranya :

1. Dengan melihat aspek penerpan Good Governance yang cukup
signifikan dalam pelaksanaan e-purchasing dan memberikan banyak
manfaat seperti dari segi waktu, hemat anggaran dan realisasi
anggaran, kiranya Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kab. Bantul harus berani melaksanakan kebijakan
pelaksanaan e-purchasing tidak hanya pada kendaraan semata, tetapi
dapat dilaksanakan e-purchasing bagi produk yang telah tersedia dan
dibutuhkan oleh Dinas yang bersangkutan

2. Perlu adanya upaya untuk menambah aparatur yang memiliki sertifikat
keahlian pengadaan barang/jasa dalam Dinas Pekerjaan Umum,
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Bantul ditengah semakin
banyaknya paket pekerjaan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa
dilingkungan dinas ini agar fungsi pemerintahan tetap berjalan lancar

dan pelayanan publik tidak terhambat.
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3. Dengan adanya payung hukum terbaru mengenai pengusulan
barang/jasa untuk dimuat dalam katalog elektronik dan aplikasi yang
juga sudah mendukung adanya katalog dengan komoditas lokal,
Pemerintah Daerah Kab. Bantul bersama instansi lain mendorong dan
membantu penyedia lokal dan memfasilitasi agar produknya dapat
bersaing dan tertera dalam katalog elektronik agar roda pembangunan,
persaingan usaha dan ekonomi masyarakat Bantul bisa semakin

meningkat.
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